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ABSTRAK 

Pariwisata adalah suatu hal yang menyediakan jasa untuk memenuhi kebutuhan wistawan, 

serta jasa–jasa lainya. Dalam dunia pariwisata, d perlindunganL terhadap wisatawan, Lbaik 

wisatawan mancanegaraL maupunL dalam negeri sangat diperlukan. Penulisan ini membahas 

perlindunganL hukum Lterhadap Lwisatawan dan upaya hukum yang dapat ditempuh 

wisatawanL yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi barang atau jasa. Metode yang 

digunakan menggunakan yuridisL normatif. PengumpulanL bahan hukumL dilakukan 

melaluiL kepustakaanL dan dianalisisL normatifL kualitatif. HasilL penelitianL ini untuk 

mewujudkan perlindungan terhadap wisatawan pengusaha pariwisata bertanggung jawabL 

atas kerugianL yang dialamiL wisatawan akibatL mengkonsumsiL barang atauL jasa. 

Kewajiban pengusaha pariwisata memberikanL kenyamananL, keramahanL, perlindungan 

keamananL, dan keselamatanL wisatawan serta memberikanL perlindunganL asuransi padaL 

usaha pariwisataL dengan kegiatanL yang berisikoL tinggiL. PerlindunganL hukum 

terhadapL wisatawan dalam Undang-Undang Kepariwisataan ternyata di dalam peraturan 

yang lebih rendah belum di jabarkan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pengusaha kepada 

wisatawan apabila wisatawan mengalami insiden kecelakaan. Tetapi untuk tanggung jawab 

pengusaha terhadap wisatawan bisa kita terapkan ke dalamL Pasal 19 Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian tangung jawab dalam perlidungan 

asuransi yang diberikan wisatawan yang mengalami kerugian pada tempat kegiatan usaha 

yang memiliki risiko tinggi. Untuk memberdayakan akibat kerugian yang dialami wisatawan 

untuk mewujudkan hal tersebut upayaL yang ditempuhL dalam PenyelesaianL masalah 

adalah melalui langkah awal menggunakan cara damai terlebih dahulu apabila tidak berhasil, 

penyelesaianL masalah dapatL ditempuh melaluiL pengadilan atau diL luarL pengadilanL 

berdasarkanL pilihan sukarelaL paraL pihakL yang bersengketa. 

Kata Kunci : pariwisataL, kecelakaanL, wisatawanL. 

 

ABSTRACT 

Tourism is a matter that provides services to meet the needs of employers, as well as other 

services. In the world of tourism, protection of tourists, both foreign and domestic tourists is 

very necessary. This writing discusses legal protection against tourists and legal remedies that 

can be taken by tourists who suffer losses due to consuming goods or services. The methodL 
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usedL uses normativeL juridicalL. TheL collectionL of legal materials is carried out through 

literature and analyzed by qualitative normative. TheL resultsL of thisL study to realizeL the 

protection of tourists tourism entrepreneurs are responsible for the losses experienced by 

tourists due to consuming goods or services. The obligation of tourism entrepreneurs to 

provide comfort, friendliness, security protection, and tourist safety and provide insurance 

protection for tourism businesses with high-risk activities. Legal protection for tourists in the 

Tourism Law turns out that in the lower regulations it has not been further elaborated on the 

responsibility of employers to tourists when tourists experience accident incidents. But we can 

apply the responsibility of employers to tourists in Article 19 of Act Number 8 of 1999 

concerning ConsumerL ProtectionL. Then responsibility for insurance coverage provided by 

tourists who experience losses at places of business activities that have high risk. To empower 

the consequences of losses suffered by tourists to achieve this, the efforts taken in Dispute 

Resolution are through the initial steps of using peaceful means if they are unsuccessful, 

dispute resolution canL beL taken throughL court orL outsideL the court basedL on the 

voluntaryL choice ofL the partiesL to the disputeL. 

Keywords: turism, accidentL, tourists. 

 

 

A. PENDAHULUAN  

Dalam perkembangan ekonomi terakhir ini Indonesia sudah mengalamiL berbagai 

pertumbuhanL ekonomiL denganL baikL. Semakin banyaknya pertumbuhanL ekonomi maka 

masyarakatL kelasL menengah ke atasL makinL banyakL pula kebutuhan yang dinginkan dan 

ditawarkanL. Tidak hanya kebutuhanL pokokL seperti sandang, pangan, papan dan 

prasaranaL yang menunjangL. TetapiL tingkatL kebutuhan akan suatuL hiburanL atau 

rekreasiL juga menjadi pertimbanganL bagi suatu masyrakat di kalangan menengah atas. 

Munculnya berbagai taman wisata dimana-mana menjadikan beberapa yang harus di 

perhatikan bagi setiapL produsen selakuL pemilikL barang dan jasa yang ditawarkanL 

mengenai dari keamanan dan keslamatan bagi konsumen. Untuk meningkatkanL harkatL dan 

martabatL konsumen perlu meningkatkanL kesadaran, pengetahuanL, kepedulianL, 

kemampuanL dan kemandirianL konsumen untuk melindungi dirinya serta 

menumbuhkembangkanL sikapL pelaku usaha yang bertanggung jawab, melalui kesadaran 

konsumen dalam menentukan haknya. Istilah konsumen yaitu setiap orangL yang 

menggunakanL barang atau jasaL.  

Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakaiL terakhirL dari produk yang 

diserahkanL pada mereka, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan 
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tidak untuk diperdagangkanL atau diperjualbelikan lagiL.1 Sedangkan pelaku usaha menurut 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 3 di jelaskanL bahwa pelaku usaha adalah 

setiapL orang perseoranganL atau badan usahaL, baik yang berbentukL badan hukum 

maupunL bukanL badan hukum yang didirikanL dan berkedudukanL atau melakukan 

kegiatanL dalam wilayahL hukum negara Republik IndonesiaL, baik sendiri maupun 

bersama-samaL melalui perjanjian menyelenggarakanL kegiatan usaha dalam berbagaiL 

bidang ekonomi. Pelaku usaha yang dimaksud dalam pengertian ini adalah perusahaanL, 

korporasiL, BUMNL, koperasi, importerL, pedagang, distributor, dan lain-lain.2 Jasa 

merupakan setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi 

masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Sementara perusahaan yang memberikan 

operasi jasa adalah perusahaan yang memberikanL produk jasaL baik berwujud maupun tidak 

berwujudL, seperti transportasiL, hiburanL, restoranL dan pendidikanL. Maka dari definisiL 

di atas dijelaskanL bahwa dalam jasa selaluL ada interaksiL antara pihak konsumen dan pihak 

produsen tidak suatu barang melainkanL suatu proses atau aktivitasL yang tidak berwujudL.3 

Untuk memenuhi kebutuhan bagi wisatawan pengusaha wisata atau pengelola wiasata 

harus memberikan pesona wisata segala sesuatu yang memiliki keunikanL, keiindahanL, dan 

nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alamL, budaya, dan hasil buatanL manusia yang 

menjadiL sasaran dan daerah tujuan wisata. Destinasi pariwisata atau tujuan wisata yang di 

dalamnya terdapat  pesona wisata, fasilitas umumL, fasilitas pariwisataL, aksesbilitas, serta 

masyarakat yang saling terkait dan melengkapiL terwujudnyaL kepariwisataan. Oleh karena 

peran pengusaha wisata atau pengelola wisata kepada wisatawan dalam memberikan jasa 

layanan pariwisata dalam pemenuhan kebutuhan seperti daya tarik wisata dan sarana fasilitas 

hiburan kepada wisatawan harus di utamakan agar wisatawan dapat menikmati selama 

perjalanan wisatanya. 

Dalam dunia pariwisata, perlindungan terhadap wisatawanL, baik wisatawan luar 

negeri maupun dalam negeriL, masih sangat rendah dan terkadangL hukum yang berlaku 

masih itu saja dan tidak memiliki kekuatan untuk melindungi wisatawan. Sampai saat iniL, 

wisatawanL yang datang hanya menjadi objek oleh pelaku bisnisL pariwisata yang tidak 

 
1 Rosmawati, Pokok-Pokok HukumL Perlindungan KonsumeLn, Prenadamedia GroupL, Palembang, 2015, 

h.2. 
2 Ahmadi Miru dan LSutarman YodoL, Hukum Perlindungan Konsumen, RajaL Grafindo, Jakarta, 2010, 

h.8. 
3 Mohammad Noval, Usaha Jasa Wisata dan Usaha Sarana Wisata, mohammadnoval24.blogspot.com, 

dikutip pada tanggal  15 maret 2019 
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bertanggung jawab. Sehingga ini menjadi perhatian penting, bahwa perlunya suatu peraturan 

yang tidak hanya membahas mengenai kepariwisataan tetapi juga membahas mengenai 

peraturan perlindungan terhadap wisatawan dalam hal aspek tujuan wisata. Perlindungan 

konsumen sangat penting dalam pariwisata juga harus ditegakkan. Beberapa akhir ini terdapat 

musibah yang terjadi pada objek wisata yang cenderungL selalu dibebankanL kepada 

wisatawan dengan kata lain bahwa musibah tersebut merupakan kelalaian dari wisatawan itu 

sendiri. Dalam tempat wisata terdapat berbagai keindahan yang disuguhkan kepada wisatawan 

untuk dinikmati tetapi tidaklah selalu membahagiakanL bagi wisatawan. Terkadang 

wisatawan juga harus di hadapkan pada suatu kerugian pada tubuhL wisatawan, sepertiL 

adanya hal yang menimpa pada wisatawan saat sedang menikmati fasilitas hiburan wisata 

tiba-tiba mengalami kecelakaan yang mengakibatkan luka, cacat sampai kematian, di tempat 

obyek wisata tersebut. 

Padahal hak-hak wisatawan sudah di akomodir di dalam Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan konsumen berhak atas 

kenyamananL, keamananL, dan keselamatan dalam mengkonsumsiL barang atau jasa. 

Kemudian dijelasakan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan, Pasal 20 menyebutkan bahwa wisatawan berhak atas hak untuk memperoleh 

informasi yang akuratL mengenai pesona wisataL, layanan kepariwisataan sesuai dengan 

standarL, perlindungan hukum dan keamanan, pelayanan kesehatanL, perlindungan hak 

pribadiL, dan perlindungan asuransi untuk kegiatanL pariwisata yang berisiko tinggi. Maka 

hal ini sudah merupakan kewajiban bagi pengelolaL tempatL wisata untuk dapat memberikan 

rasa aman, nyaman, dan keselamatan bagi wisatawan. 

MeskipunL sudah terdapatL jaminan keselamatanL bagi wisatawan yang tertuang 

dalam Undang-Undang Kepariwisataan namunL pemerintah sebagai pelaksana Undang-

Undang yaitu Peraturan Pemerintah belum mengatur secara detail mengenai jaminan maupun 

perlindungan hukum terhadap wisatawan dalam terjadi suatu kerugian bagi wisatawan. 

Mengingat bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan cenderung 

hanyaL memberikanL perlindungan hukum bagi tempat wisatanya sendiri. Seperti halnya 

pada saat pemberian sanksi pada bunyi pasal 64 yang mengatur bahwa setiap orang yang 

dengan sengajaL dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata dapat dipidana penjara 

paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10. L000. L000.000,00 (sepuluh 

miliar rupiah). Sedangkan apabila pengelola tempat wisata melakukan pelanggaran terhadap 
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hak-hak wisatawan hanya dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulisL, pembatasan 

kegiatan usahaL dan pembekuan sementaraL kegitan usahanya. Kemudian Pasal 26 huruf e 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menentukan setiap pengusahaL pariwisata 

berkewajibanL memberikan perlindungan asuransi padaL usaha pariwista yang berisikoL 

tinggi yang melipti antara lainL, wisata selamL, arung jeramL, panjat tebingL, permainan jet 

coasterL,dan mengunjungi objek wisata tertentu, seperti melihat satwa liar di alam bebas. 

Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa kewajiban perusahaan terhadap keamanan dan 

keselamatan wisatawan bersifat preventif. 

Oleh karena itu bahwa perlindungan terhadap wisatawan masih relatifL rendah hukum 

yang berlaku tidak mempunyaiL kekuatan untuk melindungiL wisatawan. Dengan 

permasalahan tersebut membuat penulis tertarik untuk mencari tahu perlindungan hukum 

terhadap wisatawan apabila terjadi kecelakaan akibat fasilitas hiburan. 

Rumusan Masalah 

1) BagaimanaL perlindungan hukumL yang diberikan pengelola tempat wisata bagi 

wisatawan apabila terjadi kecelakaan akibat fasilitas hiburan ?  

2) Bagaimana upayaL hukum bagi wisatawan apabila terjadi suatu kerugianL di objek 

wisata? 

B. METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis peneletian ini metode yudis normatif, metode 

penelitian normatif ini menggunakan metode pendekatanL Undang-Undang dilakukan dengan 

cara menelaahL semua Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer 

adalah bahan hukum yang bersifatL (authoraitatif) atau bahanL hukum yang dikeluarkan oleh 

pihak yang berwenang dan mengikat umum. Bahan hukumL sekunder adalah bahanL hukum 

yang mendukung bahan hukum primer seperti buku-buku teks. Bahan hukum tersier adalah 

bahan hukum yang berfungsi untuk mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder.  

Teknik pengumpulanL bahan hukum dilakukanL melalui studi kepustakaan, yang 

dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta 

dokumen lainya yang terkait dengan penyusunan skripsi ini. Dalam penelitianL hukum 

normatif, tenik analisis ini diperoleh dari hasil penelitian baik data primer maupun sekunder, 

selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Metode kualitatifL merupakan caraL penelitian yang 

menghasilkan data deskriptifL analitisL dan dibahas dalam bentuk penjabaran dengan 

memberi makna sesuaiL peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian hukum 
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normatif ini merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, 

maupun doktrinL-doktrin hukum, guna untuk menjawabL isu hukum yang sedang dihadapi. 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Perlindungan Hukum YangL diberikan Pengusaha Pariwisata terhadap Wisatawan 

Apabila Terjadi Kecelakaan Akibat Fasilitas Wisata 

Pada tahun 2009 telah disahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun  tentang 

Kepariwisata.. Bahwa dalam Undang-Undang ini wisata dapat diartikan sebagai perjalanan 

wisata yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat 

wisata dengan tujuan untuk rekreasi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang 

dikunjungi. Sedangkan pariwisata sendiri  merupakan berbagai macamL kegiatanL wisata 

serta fasilitas layananL  yang disediakanL oleh masyarakat, pengusahaL dan pemerintah 

daerah. Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Kepariwisataan menerangkan bahwa orang 

yang melakukan suatu kegiatan wisata ini dapat disebut sebagaiL wisatawan sedangkanL 

orang atau sekelompokL orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata dapat disebut 

pengelola tempat wisata atau pengusaha pariwisata.  

Undang-undang ini juga mengatur hak dan kewajban wisatawan dengan pengelola 

tempat wisata, bahwa wisatawan berhak atas memperoleh informasi yang akurat mengenai 

daya tarik wisata, pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar, perlindungan hukum 

dan keamananL, pelayanan dan kesehatan, perlindungan hak pribadi, dan perlindungan 

asuransi yang beresiko tinggi. Selain itu wisatawan dalam menjalankan kegiatan wisata 

juga berkewajiban untuk menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, 

dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat, memelihara dan melestarikanL 

lingkungan, turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan dan turut serta 

mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang 

melanggar hukum.  

Sedangkan pengelola tempat wisata sendiri berhak atas  mendapatkan kesempatanL 

yang seimbang dan adil dalam bidang kepariwisataan, membentuk anggota asosiasi 

kepariwisataan, mendapatkan perlindungan hukum dalam kegiatan berusaha, dan 

mendapatkanL fasilitas yang sesuai. Adapaun kewajiban pengelola atau pengusahaL 

pariwisata untuk menjagaL dan menghormatiL norma agama, adat istiadat, budaya, dan 

nilai yang hidup dalam masyarakat; memberiakan informasi yang akuratL dan bertanggung 

jawab; memberikan pelayananL yang tidak diskriminatif; memberikan perlindungan 

keamanan dan keselamatanL wisatawan; memberikan perlindungan asuransi pada usaha 
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pariwisata yang berisiko tinggi; mengembangkan kemitraan dengan usahaL mikroL kecil 

dan koprasi; mengutamakanL dalam penggunaanL produk setempat, produk dalam negeri, 

dan tenaga kerja lokal; meningkatkanL kompetensiL tenaga kerja melaluiL pendidikan dan 

pelatihan; berperan aktif dalam pengembanganL prasarana dan program pemberdayaan 

masyarakat; mencegah segala bentuk perbuatan melanggar asusila dan kegiatan yang 

melanggar hukum di lingkungan usahanya; memelihara dan menjaga lingkungan yang 

sehat dan bersih; memelihara kelestarian lingkungan alam budaya; menjaga citraL negara  

dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha yang bertanggung jawab; menerapkan 

standar usaha dan kompetensiL sesuaiL dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Undang-Undang Kepariwisataan ini pada dasarnya perlindungan hukum yang 

diberikanL justru menekankan kepada pihak pengelola tempat wisata atau pada objek 

wisatanya, hal tersebut tampak jelas bahwa Pasal 64 menjelaskan setiap orangL yang 

dengan sengajaL dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata dapat dijatuhi 

berupa sanksi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banya Rp. 

10.000.000.000,00 (sepuluh miliyar rupiah). Sedangkan bagi pelanggaran hak-hak 

wisatawan dijatuhi hukuman berupa sanksi administratif mulai dari teguran tertulis, 

pembatasan kegiatan usaha dan pembekuan sementara dalam kegiatan usaha. Kemudian 

Pasal 26 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menentukan setiap pengusahaL 

pariwisata berkewajiban memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwista yang 

berisiko tinggi yang melipti antara lainL, wisata selam, arung jeramL, panjat tebing, 

permainan jet coaster,dan mengunjungi objek wisata tertentuL, seperti melihat satwa liar 

di alam bebasL. 

Dalam duniaL pariwisata perlindungan hukum terhadap wisatawan domestik 

maupun mancanegara ini masih relatif rendah karena hukum yang berlaku masih itu-itu 

saja tidak memiliki kekuatan untuk melindungi wisatawan hukum yang berlaku masih itu 

saja. Dewasa ini di Indonesia sendiri, berusaha untuk menyediakanL sarana dan 

prasaranaL pariwisataL, akan tetapi usaha tersebut tidak ada artinya apabila suatu negara 

yang nantinya tidak bisa menciptakan rasaL amanL dan nyamanL bagi wisatawanL. 

Dengan kata lain hak-hak mereka tidak terlindungi di negara yang mereka kunjungi 

sebagai wisatawan. Perlindungan terhadapL penggunaL jasa pariwisata baik wisatawan 

nusantara maupun luar negeri secara yuridis dapat dicermatiL terkaitL pengaturan 

perlindungan hukum terhadapL wisatawan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 

tentang Kepariwisataan Pasal 20 huruf c menjelaskan bahwa setiapL wisatawan berhak 
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memperolehL perlindungan hukum dan keamanan. Pihak pengelola tempat wisata sendiri 

berdasarkan Pasal 26 ayat (d) L bahwa pengusahaL pariwisata  berkewajiban untuk 

memberikan kenyamananL, keramahanL, perlindungan keamanaLn dan keselamatanL 

wisatawan. 

Bila kita berbicaraL mengenai pertanggujawaban hukum makaL haruslahL ada 

tidaknya suatu kerugianL yang dideritaL oleh suatu pihak sebagai penggunaanL, 

pemanfaatanL, serta pemakaianL oleh konsumen atas barang dan jasa yang dihaslikan oleh 

pelaku usaha. Dalam asasL hukum perdataL ini di jelaskan bahwa siapapun yang 

melakukan suatu tindakan yang bisa merugikan pihak lain, maka wajibL memberikanL 

ganti rugi kepadaL pihak yang menderitaL atas kerugianL tersebut.4 

Di dalamL hukum perdata dasarL pertanggungjawaban di bagi menjadiL dua 

macamL, yaitu kesalahanL dan risikoL. DenganL demikianL dikenal dengan 

pertanggungjawaban atasLL dasarL kesalahan (liabilityL withoutL based onL fault) dan 

pertanggung jawaban tapa kesalahan yang di kenal (liability without based fault) yang di 

kenal tanggung jawab risiko Latau tanggung jawab mutlakL (strickL liability).5 Oleh 

karena itu dalam prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahanL memiliki artiLL 

bahwaL seseorangL harusL bertanggung jawab atas dasar kesalahanL yang mereka 

lakukan karena merugikan orang lain. Kemudian prinsipL dasar tanggung jawab risiko 

memiliki arti bahwa produsen diwajibkan lagi untuk bertanggungjawab sebagaiL risikoL 

usahanya atau di dasarkan pada perbuatannyaL baik di sengajaL maupunL tidak diL 

sengaja, artinya meskipun bukanL kesalahanya tetap bertanggung jawab atas kerugianya 

yang timbulL akibat perbuatanyaL. 

Prinsip-prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting bagi hukum 

perlindungan konsumen.berbagai kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-

hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh 

tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait. 

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan 

sebagai  berikut: 

1) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (LiabilityL BasedL on FaultL) 

 
4 Gunawan widjajaL dan Ahmad YaniL, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, GramediaL PustakaL 

UtamaL, Jakarta, 2000, h.65. 
5 Titik TriwulanL dan  ShintaL Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, PrestasiL Putaka, Jakarta, 2010, 

hlm 49. 
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2) Prinsip PradugaL untuk SelaluL Bertanggung Jawab (PresumptionL of LiabilityL 

PrincipleL) 

3) Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (PresumptionL of 

NonliabilityL Principle) 

4) Prinsip tanggung jawab mutlak. 

5) Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan (Limitation of Liability) 

Adapun mengenai Bentuk-bentuk tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut : 

1) Contractual LiabilityL 

Yaitu pertanggugjawaban perdata atasL dasar kontrak dariL pelaku usaha baik barang 

atau jasa atasL kerugian yang dialami konsumen akibatL mengkonsumsi barang yang 

dihasilkan atau memanfaatkanL jasaL yang diberikanL. ArtinyaL kontaktual ini 

terdapatL suatu perjanjian kontrakL langsung anyara pelaku usaha dengan konsumen. 

Dalam perjanjian kontrak antara pelaku usaha dengan konsumen yang seringkali di 

gunakan oleh pelaku usaha adalah perjanjian standar baku. Dimana kontrak baku ini 

ditetapkan oleh sepihak yaitu pelaku usaha, umumnya isiL kontrakL baku ini 

cenderung memuat lebih banyak mengenai hak-hak pelakuL usaha dan kewajiban-

kewajibanL konsumen dari pada hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usahaL. 

Ketentuan semacamL ini dalamL kontrak bakuL disebut exoneratioan clauseL yang 

padaL umumnya cenderung memberatkanL konsumen. 

2) Product LiabilityL 

Product liability adalah suatu tanggung jawab hukum dariL orangL atau badan hukum 

yang menghasilkanL suatu produkL atau dari orangL atau badan yang bergerakL 

dalam suatu prosesL untuk menghasilkanL suatu produk (processor assmblar) atau 

dari orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan (seller,distributor) produk 

tersebut.6 Bahwa inti dari productL liabilityL adalah tanggung jawab berdasarkanL 

perbuatan melawan hukum dan diratifikasikan menjadi tanggung jawab mutlak (strict 

liability). Product liability ini nantinya akanL digunakan oleh konsumen untuk 

memperoleh ganti kerugian langsung dari produsen meskipun konsumen tidakL 

memilikiL kontraktual dengan pelaku usaha. Product liabilityL diatur di dalam Pasal 

19 UUPK yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti 

kerugian atas kerusakan, pencemaaran dan atau kerugianL konsumen akibat 

mengkonsumsiL barang dan atau jasa yang dihasilkanL atau diperdagangkanL. 

3) Profesional liability 

Professional liabilityL. Dalam halL terdapatL hubungan perjanjian antaraL pelaku 

usahaL dengan konsumen, di mana prestasiL pelaku usaha dalamL hal ini sebagaiL 

pemberiL jasa tidak terukurL sehinggaL merupakanL perjanjian ikhtiarL 

(inspanningsverbintenis) yang didasarkanL pada iktikadL baik, maka tanggung jawab 

pelaku usaha didasarkanL pada pertanggungjawabanL profesional. Di mana 

pertanggungjawaban profesionalL ini menggunakanL tanggung jawab langsung (strict 

liabilityL) dariL pelaku usaha atas kerugianL yang dialami konsumen akibatL 

 
6  Ibid., h.102 
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memanfaatkan atau menggunakanL jasa yang diberikannyaL. Sebaliknya manakalaL 

hubunganL perjanjian (privityL of contracLt) tersebut merupakan prestasiL yang 

terukur sehinggaL merupakan perjanjian hasil (resultaatsverbintenis), maka tanggung 

jawab pelaku usaha didasarkanL pada pertanggungjawaban profesionalL yang 

menggunakan tanggung jawab perdataL atas perjanjian/kontrak (contractual 

liabilityL) dari pelaku usaha sebagaiL pemberi jasa atas kerugian yang dialamiL 

konsumen sebagai akibat memanfaatkanL atau menggunakan jasa yang diberikanL. 

4) Criminal LiabilityL 

Criminal liability merupakan tanggung jawab pidanaL dariL pelaku usahaL atas 

tanggungan keselamatanL dan keamananL kepada konsumen. DalamL halL 

hubunganL pelaku usahaL (barang atau jasa) dengan negaraL dalam memeliharaL 

keamananL masyarakatL konsumen, makaL tanggung jawab pelaku usaha 

didasarkanL pada pertanggungjawaban pidana (criminal liability) L. Dalam halL 

pembuktianL, maka pembuktian yangL dipakaiL adalah pembuktian terbalik (shifting 

the burden of proof) sepertiL yang diaturL dalamL pasal 22 Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada atau 

tidaknyaL unsurL kesalahanL dalam kasusL pidana sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu kerusakanL, pencemaran 

danL/atau kerugian yang dialamiL konsumen merupakanL beban danL tanggung 

jawab pelaku usaha, tanpa menutupL kemungkinanL dalamL melakukan 

pembuktianL. 

TerkaitL mengenaiL perlindungan terhadap wisatawan bentukL ganti kerugian yangL 

terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 

kewajiban bagi pengusaha pariwisata sendiri yangL terdapat dalam Pasal 26 huruf d dan e 

Undang-undang Kepariwisataan adalah memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan 

keamanan, dan keselamatan wisatawanL serta memberikanL perlindungan asuransi pada 

usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi. Dalam memberikan perlindungan 

asuransi, asuransi wisataL memberikanL perlindungan jiwaL bagi wisatawan baikL 

wisatawan dalam negeri maupun dalam negeri. Dengan cakupanL perlindungan meliputi 

risikoL kecelakaan, bencana alam, risiko korbanL aksi terorisme, hingga terhadap kecelakaan 

akibat melakukan kegiatan wisata ekstrim.  

Pengusaha pariwisata dalam menjaga keamanan, keselamatan wisatawan dilakukan 

melalui cara mengalihkan risiko wisatawan kepada perusahaan asuransiL. Maka yang 

bertindakL sebagai pengelolaL pariwisataL melakukan perjanjianL kerja sama dengan 

perusahaanL asuransi sebagaiL pemberiL jaminan gantiL kerugian. Secara garisL besar ganti 

kerugian tersebutL merupakanL ganti rugiL asuransi kecelakan akibat melakukan kegiatan 

wisata ekstrim. Dengan demikian mengenai ganti kerugian yang diberikanL perusahaan 
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asuransi kepadaL wisatawan hanyaL ganti kerugian kecelakaan fisikL saja kemudianL ganti 

rugi nonL fisik seperti kecopetanL maupun kerusakan barang milik wisatawan belum terdapat 

pengaturanya. 

Kemudian mengenai Ganti kerugian pelaku usaha mempunyai tanggung jawab dalam 

memberikann ganti kerugiann atas barang dan jasa yang dikonsumsi oleh konsumen akibat 

produk yang di hasilkan olehn pelaku usaha. Dasar pertanggungjawaban dan kerugian, pelaku 

usaha mempunyai tanggung jawab secara umum untuk memberikan ganti rugi kepada 

konsumen akibat mengkonsumsi produkn yang dihasilkannyan. Adapunn kerugiann yang 

bagaimanakahn yang dapatn dituntutn dari pelaku usaha berdasarkan Pasal 19 ayat (1) 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 

Dalamn menentukann besarnya ganti kerugiann yang harus dibayarn, pada dasarnyan 

harus berpegangn pada asasn ganti kerugiann yang harus dibayar sedapatn mungkin 

membuatn pihak yang rugi dikembalikann pada kedudukann semula seandainyan tidak terjadi 

kerugian atau dengan katan lainn ganti kerugian menempatkann sejauh mungkinn orang yang 

dirugikann dalam kedudukann yang seharusnyan andai kata perjanjian dilaksanakann secara 

baik atau tidak terjadin perbuatan melanggarn hukum. Dengann demikiann ganti kerugian 

harusn diberikan sesuain dengan kerugian yang sesungguhnyan tanpa memperhatikann unsur-

unsurn yang terkait langsungn dengan kerugian itun, seperti kemampuann atau kekayaann 

pihak yang bersangkutann.7 

Ganti kerugian yang terdapat dalamn Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 

antara lain: 

1. Pengembalian Uang, 

2. Penggantian Barang Atau Jasa Yang Sejenis Atau Setara Nilainyan, 

3. Perawatan Kesehatann, 

4. Pemberian Santunan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang 

Berlakun. 

Adapunn mengenain jangka waktun pemberiann ganti kerugian tersebutn diaturn 

dalamn Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu dilaksanakan dalam 

tenggang waktu 7 (tujuh) n harin setelahn tanggal transaksin. Apabilan pelaku usaha tersebutn 

menolak dan atau tidak memberni tanggapannn dan tidaknn memberi ganti kerugian makan 

konsumen yang mengalamin kerugiann tersebutn dapatn mengajukann gugatan melaluin 

 
7 Ibid, h.133. 
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Badan Penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) atau pengadilan ditempatn kedudukan 

konsumen. 

Gugatan ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum ini harusn memenuhin unsur-

unsurn sebagai berikut: 

a. Adanya tindakan melanggar hukum, 

b. Ada pihak kerugiann, 

c. Ada hubungan antara pelanggar hukum dengan pihak yang dirugikan, 

d. Adanya kesalahan, 

Dalam penerapann ketentuann yang beradan dalam lingkungann hukum privat 

tersebut, terdapatn perbedaann esensial antara tuntutann ganti kerugian yang di dasarkann 

pada wanprestasin dengan tuntutan gantin kerugian yang di dasarkan pada perbuatan melawan 

hukum. Apabilan tuntutan ganti kerugian didasarkan pada wanprestasi, maka terlebih dahulun 

tergugat dengan penggugat (produsen dengan konsumen) n terikatn perjanjian. Dalamn 

tanggung gugatn berdasarkann adanya wanprestasi, kewajiban untuk membayarn ganti 

kerugian tidakn lain dari padan akibat penerapann klausulan dalam perjanjian, yang 

merupakan ketentuann hukum yang oleh kedua pihak secara sukarelan tundukn berdasarkann 

perjanjianya. Dengan demikian, tidak undang-undang yang menentukann apakah harus 

dibayar ganti kerugian atau berapa besar ganti kerugian yang harus dibayar, melainkan kedua 

belah pihak yang menentukan syarat-syaratnyan serta besarnya ganti kerugian yang harus 

dibayarnya, dan apan yang telahn diperjanjikan tersebutn, mengikatn sebgai undang-undang 

bagi merekan yang membuatnya. Tuntutann ganti kerugiann yang didasarkan pada perbuatan 

melawan hukum tidakn perlun didahului denga perjanjian antaran produsenn dengan 

konsumen, sehingga tuntutann ganti kerugian dapatn dilakukan olehn setiap pihakn yang 

dirugikan, walaupunn tidak pernahn terdapat hubungann perjanjian antara produsen dengan 

konsumen. Gugatann mengganti kerugian yang didasarkann atas perbuatan melanggarn 

hukum ini tidakn perlun didahuluin dengan adanya perjanjian antaran pelaku usahan dengan 

konsumen, sehingga tuntutann ganti rugi ini bisa dilakukann oleh setiapn pihak yang 

dirugikann walaupun tidak pernahn ada hubungann perjanjian antaran pelaku usaha dengan 

konsumen.8 

Mengenai asuransi wisatawan pada umumnyan pengelolan tempatn wisata 

menyediakan fasilitas hiburan yang mempunyai risiko tinggin selalu menggunakann jasa 

pihak ketigann hal ini termasuk perusahaan asuransi dimana jasa pihak ketiga ini guna untuk 

 
8 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, 

h.127. 
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menanggung risiko hal-hal yang terjadi terhadap wisatawan yang tidak diinginkan. Pasal 26 

huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menentukan setiapn pengusahan pariwisatan 

berkewajiban memberikann perlindungann asuransin pada usaha pariwista yang berisiko 

tinggi yang melipti antara lain, wisata selam, arung jeram, panjat tebing, permainan jet 

coaster, dan mengunjungi tempat wisata tertentu, seperti melihat satwa liar di alam bebas. 

Asuransi merupakan perjanjian dua pihakn atau lebihn dimana pihakn penanggung 

mengikatkann diri kepada tertanggungn dengan meneriman premi asuransi, untuk 

memberikann penggatian kepadan tertanggungn karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan 

yang timbul karena suatu peristiwan yang tidak pastin atau untuk memberikann suatu 

pembayarann yang didasarkann atas meninggaln atau hidupnyan seorang yang 

dipertanggungkan. Dilihatn darin tujuan asuransi ini memberikann perlindungann atasn 

kerugian keuangannn seorang yang timbul karena suatu peristiwan yang tidak terduga 

sebelumnya.  

Dengann demikiann wisatawan yang sudah membayarn biaya asuransin yang 

ditetapkann di tujuann pariwisatan ini, maka pertanggungjawaban apabila terjadi suatu 

kecelakaan atau terjadi suatu kerugian yang berada di kawasann destinasi pelencongan yang 

memiliki risiko tinggi ini sudah menjadi tanggung jawab bagi perusahaan asuransi yang 

ditunjuk. Dengan adanya pihak ketiga tersebut maka perlindungan terhadap wisatawan akan 

mudah terpenuhi apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan yaitu kecelakaan atau timbul 

suatu kerugian yang dialami. Dimana setiap pengusaha pariwisata inin yang tidakn 

memenuhin ketentuan Pasal 26 Undang-undang 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan 

tersebutn dapatn dikenain berupa sanksi administratif Pasal 63 Undang-Undang 

Kepariwisataan  antara lain: 

1. Teguran secara tertulis. 

2. Adanya pembatasan kegiatan usaha. 

3. Dilakukan Pembekuan sementara. 

Dalam kegiatan pariwisata padan dasarnyan wisatawann berhak mendapatkan 

perlindungan hukum dan keamanann serta perlindungan asuransin yang berisiko tinggi. Hal 

ini bahwa pengelola tempat wisata berkewajiban untuk memenuhi hak-hak wisatawan untuk 

mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan serta perlindngan asuransi pada usaha 

pariwisatan yang berisiko tinggi. Sebagai wisatawan yang perlu menjadi perhatian penting 

wisatawan harus melihat kembalin seberapa risiko destinasi pariwisata yang anda kunjungi, 

jikan tempat destinasin pariwisata yang anda kunjungi berisiko tinggi maka apabila terjadi 
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insiden yang menyebabkan kerugian bagi wisatawan, andan sebagai wisatawann berhak 

mendapatkann perlindungan asuransi. Biasanya hal yang terjadi asuransi inin diberikan 

bersamaann pada saat pembelian tiket. 

Dalam memberikan perlindungan asuransi kecelakaan terhadap wisatawan pada 

kegiatan risiko wisatawan yang dapat diproteksi antara lain : 

a. Pada perusahaan asuransi, risiko wisatawan yang diproteksi adalah terbatas 

pada risiko kecelakaan yang mengakibatkan wisatawan : 

a. Meninggal dunia, berupa santunan kemantian, 

b. Cacat tetap, berupa santunan cacat tetap, 

c. Luka badan, berupa santunan perawatan. 

b. Pada pihak perusahaan asuransi bertanggung jawab, risiko wisatawan yang 

diproteksi meliputi : 

a. kecelakaan diri yang menyebabkan kematian, 

b. cacat hidup,  

c. biaya perawatan,  

d. kehilangan harta benda dan kepentingan. 

Perusahaan asuransin telah membuat suatun pilihan untukn mendapatkann konsumen 

sebanyak-banyaknyan tanpa memperhatikan apakah penetapann besarnya premi yang tidakn 

proposionaln (rendah) tersebut dapatn dipertanggungjawabkann dari sisi underwriting, yaitu 

kemampuann untuk membayar polis kelakn. Akibatnya klaim asuransi konsumen ditolakn 

tanpa alasann yang benarn dan patut. Dalam keadaan seperti ini, tak ada perlindungan risiko 

yang dialamni konsumen. Sebaliknyan perusahaann asuransin sudah mendapatkann premi 

yang dibayarkann konsumen9.  

Pertanggungjawaban pengelola tempat wisata/pelaku usaha ini diatur secaran terpisah  

dari pengaturann mengenai kewajiban pelaku usaha maupunn perbuatann yang dilarangn 

pelaku usahan. Tanggung jawab pelaku usaha tersebutn diatur di dalam Pasal 19 sampain 

dengann Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Kemudian tanggungn jawabn pengusaha pariwisata diaturn di dalamn Pasal 23 dan Pasal 63 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Ketentuan Pasal 26 huruf d dan hurf e Undang-

Undang Kepariwisatan yang mengatur tentang kewajiban pengusaha untuk memberikan 

perlindungan keamanan, keselamatan dan perlindungan asuransi yang berisiko tinggi ternyata 

di dalam aturan pelaksanaanya belum di jabarkan lebih lanjut mengenai tanggung jawab 

pengusaha kepada wisatawan apabila wisatawan mengalami insiden kecelakaan. Berdasarkan 

ketentuan tersebut keliatan bahwa tanggung jawab pengusaha terhadap wisatawan yang 

mengalami insiden tersebut belum diatur secara jelas, tetapi untuk tanggung jawab pengusaha 

 
9 Celine Tri Siwi Krisyanti, Op. Cit., h.157 
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terhadap wisatawan bisa kita terapkan ke dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pengaturan tanggung jawab pelaku usaha secara 

umum diatur dalam Pasal 19 kemudian pengaturan secara khususnya diatur dalam Pasal 25 

dan Pasal 26 dalamn hal menyediakann cadangn atau fasilitasn purna jual dan jaminan atau 

garansin, tanggung jawab Pelaku usaha dalam bidang periklanan dan importasi produk diatur 

di dalam Pasal 20 dan Pasal 21, beban pembuktian terhadapn ada tidaknyan kesalahann 

pelaku usaha diatur di dalam Pasal 22 dan Pasal 28, serta pembebasann pelaku usaha dalam 

pertanggungjawaban diatur di dalam Pasal 27.10 Kemudian partanggungjawaban yang 

tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009  mengenai kewajiban pengusaha 

pariwisata diatur di dalam Pasal 26 kemuadian apabila pengusaha pariwisata tidak memenuhi 

hak-hak wisatawan dapat di kenai sanksi administratif yang terdapat ketentuan Pasal 63. 

Upaya Hukum Yang Di Tempuh Bagi Wisatawan Apabila Mengalami Kerugian Di 

Objek Wisata 

Dalam kegiatan usaha bisnis pariwisata terdapat hubungann yang saling 

membutuhkann yaitu antara wisatawan dengan pengusaha pariwisata baik itu berupa barangn 

maupun jasan. Kepentingann dalam usaha adalah memperolehn keuntungan semaksimaln 

mungkin dari transaksin dengan konsumen, sedangkan di sisi lain, wisatawan berkepentingan 

untuk memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannyan terhadap produk tertentun. 

Dengann kata lainn wisatawan mempunyain hak untuk mendapatkann kualitas yang 

diinginkan.  

Hubungan inilah antaran pengusaha pariwisata dengan wisatawan yang akan 

memunculkan permasalahan baru yaitu hilangnya atau berkurangnyan hak wisatawan atas 

jasa yang telahn dikonsumsin. Untuk melindungai atau memberdayakann konsumen sangatn 

perlu adanya campurn tangan pemerintah dengan dan/atau negaran melalui penetapann sistem 

perlindungan hukum kepada konsumen. Salahn satun konsideran Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yangn selanjutnyan disingkatn UUPK 

ditegaskan dalam Pasal 40 ayat (1) UUPK, bahwa pemerintah membentukn badan 

penyelesaian sengketan konsumen di Daerah tingkatn IIn untuk penyelesaiann sengketa 

konsumenn. Artinya disisilah pembentukan BPSK di level daerah diharapkan mampu 

mengatasi dan menyelesaikan permasalahan sengketa konsumen., tanpan harus melakukann 

pengurusann di pusatn. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan jalan alternatif 

 
10 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, Grasindo, Jakarta, 2000, h.59. 
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dengan menyediakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, melalui konsiliasi, mediasi 

dan arbitrase, hal ini ditunjukan untuk mengatasi proses pengadilan yang lama dan formal 

seperti yang tertuang dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan 

Konsumen. Padan setiapn tahap diusahakann untuk menggunakann penyelesaian damain oleh 

kedua belahn pihak yang bersengketan. Yang dimaksudn dengan penyelesaian secaran damain 

adalah penyelesaiann yang dilakukann oleh kedua belahn pihak yang bersengketan (pelaku 

usaha dan konsumen) n tanpan melaluin pengadilan atau Badan Penyelesaian sengketa 

Konsumen dan tidakn bertentangann dengann Undang-Undang inin. Melalui ketentuan Pasal 

45 ayat (1) dapat diketahui bahwa untuk menyelesaikan sengketa konsumen, terdapat dua 

pilihan yaitu11: 

1. Melaluin lembagan yang bertugas menyelesaikann sengketa antaran konsumen dan 

pelaku usahan, atau 

2. Melaluin peradilan yang beradan di lingkungan peradilan umumn. 

Penyelesaiann sengketa atau upayan hukum yang dapatn ditempuh olehn wisatawan 

yang menderitan kecelakaann atau kerugiann di obyek wisata dapat ditempuhn melalui jalur 

damain maupun pangadilann dan diluar pengadilann. Jika cara perdamaiann antara pengusaha 

pariwisatan dengan wisatawan tidakn berhasiln, maka salah satu upayan hukum yang dapatn 

dilakukan adalahn melaluin jalur pengadilann atas dasar gugatan perbuatan melawan hukumn. 

Diberikanya ruangn penyelesaian sengketan di bidang konsumen merupakann 

kebijakann yang baikn dalam upaya memberdayakann (empowerment system) nkonsumen. 

Upaya memberdayakan konsumenn merupakann bentuk kesadarann mengenai karakteristik 

khusus dunia konsumen, yakni adanya perbedaan kepentingan yang tajam antara para pihak 

yang berbeda posisi tawarnya (bargaining position). Jumlah konsumen bersifat masif dan 

biasanya berekonomi lemah. Pelaku usaha memiliki pengetahuan yang lebih tinggi tentang 

informasi atas keadaan produk yang dibuatnya. Mereka umumnya berbeda pada posisi lebih 

kuat, baik dari segi ekonomi dan tentunya pula dalam posisi tawar (bargaining position).  

Kepentingan antara konsumen dan pelaku usaha juga sangat berbeda. Jika ada keluhan 

terhadap produknya, pelaku usaha akan mengupayakan penyelesaian tertutup.sementara itu, 

konsumen berkepentingan agar penyelesaian dilakukan lewat saluran umum supaya tuntas. 

Dalam perbedaan kepentingan itu, Jhon Rawls mengatakan, setiap pihak hendaknya memiliki 

kesempatan yang sama dalam memosisikan diri kearah eksistensi hidup yang lebih baik 

karena hal itu merupakan perwujudan keadilan masyarakat (social justice). Dibukanya ruang 

 
11 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op. Cit.,h. 224. 
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penyelesaian sengketa secara khusus oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

memberikan berbagai manfaat bagi berbagai kalangan, bukan saja konsumen tetapi juga bagi 

pelaku usaha sendiri, bahkan juga bagi pemerintah. Manfaat bagi konsumen adalah 

mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita, melindungi konsumen lain agar tidak 

mengalami kerugian yang sama, karena satu orang mengadu maka sejumlah orang lainya akan 

dapat tertolong. Complain yang diajukan konsumen melalui ruang publik dan mendapatkan 

liputan media masa akan menjadi mendorong tanggapan yang lebih positif kalangan pelaku 

usaha, dan menunujukan sikap kepada masyarakat pelaku usaha lebih memperhatikan 

kepentingan konsumen. Bagi kalangan pelaku usaha, ruang penyelesaian sengketa atau 

penegkan hukum konsumen memiliki arti dan dampak tertentu, manfaatnya pertama adalaah 

pengaduan dapat menjadi tolak ukur dan titik tolak untuk perbaikan mutu produk dan 

memperbaiki kekurangan lain yang ada, Kemudian yang kedua Dapat sebagai informasi dari 

adanya kemungkinan produk tiruan. 

Bagi pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan pengendali berbagai kepentingan  

rakayat, perkembangan itu penting karena memberikan manfaat-manfaat  seperti berikut : 

1. Lebih memudahkan pengawasan dan pengendalian terhadap produk yang beredar di 

pasaran. 

2. Mengetahui adanya kelemahan penerapan peratuaran atau standar pemerintah. 

3. Merevisi berbagai standar yang ada. 

Berikut ini akan dipaparkan mengenai berbagai model penyelesaian sengketa (dispute 

resettlement). Model yang dikenal tidak lagi semata-mata bersifat konvensional seperti oleh 

pengadilan atau penyelesaian dan kejaksaan yang bersifat compulsory. Model yang baru itu 

memngkinkan adanya penyelesaian sengketa konsumen bahkan di luar jalur penegakan 

hukum yang ditangani negara. Model penyelesaianya sengketa yang sifatnya alternatif itu di 

kenal sebgai alternative dispute resolution (ADR)12. 

Pasal 45 ayat 1 UUPK menyatakan bahwa konsumen yang dirugikan oleh pelaku 

usaha dapat menggugat melalui lembaga penyelesaian sengketa atau melalui peradilan yang 

berada di lingkungan peradilan umum. Bahwa penyelesaian sengketa dapat ditmpuh dengan 

mengunakan lembaga pengadilan berdasarkan sukarela. Kemudiann Pasal 45 ayat 3 

menyebutkann bahwa“ penyelesaiann sengketa di luard pengadilan sebagaimanand dimaksud 

pada ayat 2 tidakn menghilangkann tanggung jawab pidanan sebagaimana diatur dalam 

undang-undang”. Jelas seharusnya bukan hanyad tanggung jawab pidanad yang tetap dibuka 

 
12 Rosmiati, Op. Cit.,h.110 
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kesempatannya, misalnya di bidang administrasi negara. Konsumen yang dirugikan haknya, 

tidak hanya diwakilkan oleh jaksa dalam penuntutand di peradilan umum kasus pidanad, 

tetapi iad sendiri dapatd juga menggugat pihakd lain di lingkungand peradilan tata usahad 

negara jika terdapatd sengketa administratif di dalamnya.  

Hald ini dikemukakan terakhird ini dapat terjadi, misalnyad ada kaitanya dengand 

kebijakan aparatd pemerintah yang ternyatad dipandang merugikand konsumen secara 

individual. Bahkan, mengingat makin banyaknyad perusahaan multinasionald yang beroperasi 

di Indonesia, juga tidak menutup kemungkinan ada konsumen yang menggugat pelaku usaha 

di peradilan negara lain, sehingga sengketa konsumen ini pun dapat bersifat transnasional13. 

Konsumen dapat mengajukan kepadad pengadilan negeri untuk menuntutd ganti rugi dari 

pelaku usaha, atau bilad masihd ada unsurd pidana, dapat melapor kepada polisi sebagai 

aparat penyidik umum. Selanjutnya berdasarkand laporan tersebut akand dilakukan 

penyidikand tentang adanya dugaand pelanggaran terhadap tindakd pidanan perlindungan 

konsumen. Pemeriksaan di pengadilan menggunakan hukumd acarad yang berlaku di 

pengasilan negeri (LPKNM) 14. 

Dalam kasusd perdata di pengadilan negeri, pihak konsumen yang diberikand hak 

mengajukan dgugatan menurut Pasal 46 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pertama, 

seorang konsumend yang dirugikan atau ahlid waris yang bersangkutan, kemudian yangd 

kedua, sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama gugatan dapat 

dilakukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang samad. Ketentuan 

ini harusd dibedakan dengand gugatan dengand mewakilkan kepada orang laind sepertid 

diatur dalamd Pasal 123 ayat (1) HIR. Penjelasan Pasal 46 menyatakan gugatan kelompok ini 

dikenal dengan istilah class action. Clas action merupakan  suatu prosedurd hukum yang 

memungkinkand banyak orang bergabungd untuk menuntutd ganti kerugian atau kompensasid 

lainya di dalam suatu gugatand.berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen, maka dasar hukum gugatand kelompokd yang diajukand selama ini belumd 

memiliki ketentuan tertulisd, walaupun dalam kenyataan, gugatan kelompokd tersebutd 

diterima untuk diperiksad oleh pengadilan15. Selanjutnya ketiga, lembagad perlindungan 

konsumen swadya masyarakatd yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum 

yayasan, yang dalam anggarand dasarnya menyebutkand dengan tegas bahwa tujuand 

 
13 Ibid., h.113  
14 Ibid., 
15 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op. Cit.,h. 231. 
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didirikanya organisasid itu adalah untuk kepentingand perlindungan konsumen dan 

melaksanakand kegiatan sesuaid dengan anggaran dasarnya, bagian keempat, pemerintah 

dan/atau instansi terkait jika barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan 

mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit. Pemerintah 

dan/atau instansid terkait, merekad baru akand menggugat pelaku usaha jikad ada kerugian 

materid yang besard dan/atau korban yang tidakd sedikitd. Namun, tidak disebutkan apakah 

gugatan demikian masih diperlukand jika ada gugatan dari para konsumend, atau dapat 

dilakukan bersamaand waktunya dengan gugatan dari para pihak konsumend yang termasuk 

klasifikasi-klasifikasid satu sampai tiga.  

Alternatifd Penyelesaiand Sengketad (APS) dalam arti luasd adalah prosesd 

penyelelesaian masalah di bidangd perdata di luard pengadilan melalui cara-carad arbitrase, 

negoisasi, konsultasi, mediasi, konsiliasid, yang disepakati pihak-pihakd. Menurut Undang-

Undang Perlindungan Konsumen, penyelesaian darid permasalahan konsumen dapat 

dipecahkand melaluid jalan peradilan maupun non-peradiland. Mereka yang bermasalah 

harusd memilih jalan untukd memecahkand permasalahan mereka. Penyelesaian dengand cara 

non-peradilan bisa dilakukand melalui Alternatif Resolusi Masalahd (ARM) d di BPLSK, 

LPKSM, Direktorat Perlindungan Konsumen atau lokasi-lokasi lain baik untuk kedua belah 

pihak yang telahd disetujuid. Selanjutnya mengenaid lembaga penyelesaian masalah telahd 

diatur dalamd Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian 

Sengketa. Pasal 1 ayat (1) bahwa arbitrase cara penyelesaian di luar pengadilan umum dengan 

di dasarkan pada perjanjian tertulis oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Kemudian Pasal 

1 ayat (10) penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara konsultasi , negosiasi, konsiliasi, 

atau penilaian ahli”16. 

Penyelesaian dengan cara non-peradilan bisa dilakukan melalui Alternatif Resolusi 

Masalah (ARM) di BPLSK, LPKSM, Direktorat Perlindungan Konsumen atau lokasi-lokasi 

lain baik untuk kedua belah pihak yang telah disetujui. Proses penyelesaian sengketa melalui 

LPKSM menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dipilih dengan cara 

mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Dalam prosesnya para pihak yang bersengketa/bermasalah 

bersepakat memilih cara penyelesaian tersebut. Hasil proses penyelesaianya dituangkan dalam 

bentuk kesepakatan (agreement) secara tertulis, yang wajib ditaati oleh kedua belah pihak dan 

peran LPKSM hanya sebagai mediator, konsiliator dan arbiter. Penetapan butir-butir 

 
16 Celine Tri Siwi Krisyanti, Op. Cit., h.185. 
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kesepakatan mengacu pad peraturan yang di muat dalam Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen serta undang-undang lainya yang mendukung. 

Kemudian penyelesaian melalui BPSK yaitu merupakan institusi nonstructural yang 

memiliki fungsi sebagai “institusi yang menyelesaikan permasalahan konsumen di luar 

pengadilan secara murah, cepat dan sederhana”. Badan ini sangat penting dibutuhkan di 

daerah dan kota di seluruh Indonesia. Angota-anggotanya terdiri dari perwakilan aparatur 

pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha. Konsumen yang bermasalah terhadap produk yang 

dikonsumsi akan dapat memperoleh haknya secara lebih mudah dan efisien melalui peranan 

BPSK. Selain itu bisa juga menjadi sebuah akses untuk mendapatkan informasi dan jaminan 

perlindungan hukum yang sejajar baik untuk konsumen maupun pelaku usaha. Dalam 

menangani dan mengatur permasalahan konsumen, BPSK memiliki kewenangan untuk 

melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan dari para pihak yang 

bersengketa. Tugas badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) adalah menangani 

permasalahan konsumen melalui mediasi, kosiliasi atau arbitrase, kemudian konsultasi 

konsumen dalam hal perlindungan konsumen, selanjutnya mengontrol penambahan dari 

bagian-bagian standarisasi; dan memberikan sanksi adinistrasi terhadap pengusaha yang 

menyalahi aturan17. 

Metode penyelesaian sengketa ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen menetapkan dua cara penyelesaian yaitu di luar pengadilan 

dan melalui pengadilan. Konsumen langsung mengadu dan menggugat pelaku usaha, bentuk 

penyelesaian dan besarnya ganti rugi diserahkan kepada kesepakatan pada pihak dengan 

syarat bahwa untuk tercapainya penyelesaian sengketa, kedua belah pihak harus mempunyai 

kemauan dan etika. Penganduan dan gugatan ganti rugi diajukan melalui Lembaga 

Perlindungan Konsumen Swadya Masyarakat (LPKSM) sesuai dengan tujuan didirikannya 

untuk menyelenggarakan perlindungan konsumen, sebagai contoh Lembaga Perlindungan 

Konsumen Nusantara Merdeka (LPKNM). Organisasi ini akan memberikan bantuan dengan 

penyediaan fasilitas tempat dan dengan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki akan 

membantu melakukan pembelaan dalam penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan 

maupun melalui pengadilan. Pengaduan atau gugatan diajukan diajukan kepada badan 

penyelesaian sengketa konsumen (BPSK), yang akan dibentuk di setiap daerah dan kota. 

Badan ini betugas menangani dan menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dalam 

 
17 Ibid., h.114 
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penyelesaian snegketa konsumen BPSK dapat membentuk 3 (tiga) orang yang anggotanya 

terdiri dari unsur tersebut diatas. Penyelesaianya sengketa kosumen melalui BPSK dengan 

cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase , ganti kerugian yang dapat dituntut kinsmen dari 

pelaku usaha, yaitu berupa pengembalian uang pengganti, barang sejenis atau setara nilainya 

atau pemberian santunan atau keduanya.18 BPSK dapat menghukum pelaku usaha dengan 

menjatuhkan sanksi administrative berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang harus di bayarkan kepada konsumen19. Kemudian 

penyelesaian sengketa melalui cara pengadilan Penyelesaian Melalui Pengadilan Konsumen 

dapat mengajukan kepada pengadilan negeri untuk menuntut ganti rugi dari pelaku usaha, 

atau bila masih ada unsur pidana, dapat melapor kepada polisi sebagai aparat penyidik umum. 

Selanjutnya berdasarkan laporan tersebut akan dilakukan penyidikan tentang adanya dugaan 

pelanggaran terhadap tindak pidanan perlindungan konsumen. Pemeriksaan di pengadilan 

menggunakan hukum acara yang berlaku di pengasilan negeri (LPKNM)20. 

D. KESIMPULAN  

1. Perlindungan hukum terhadap wisatawan ini melalui diaturnya sejumlah hak-hak  yang 

terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 4, Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen selain itu hak wisatawan terdapat di 

dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataanKemudian 

mengenai tanggung jawab pengusaha pariwisata kepada wisatawan apabila mengalami 

insiden kecelakaan pada kegiatan yang memiliki risiko tinggi, ganti kerugian yang diberikan 

berupa asuransi kecelakaan fisik dari perusahaan asuransi yang ditunjuk sebagai pemberi 

jaminan ganti rugi. sedangkan ganti rugi secara non fisik seperti kerusakan barang maupun 

kecopetan ternyata di dalam aturan pelaksanaanya belum di jabarkan lebih lanjut mengenai 

tanggung jawabnya. Tetapi untuk tanggung jawab pengusaha terhadap wisatawan yang 

belum puas sebagai penyempurna Undang-Undang Kepariwisataan bisa kita terapkan ke 

dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

terkait tanggung jawab pelaku usaha. Pasal 26 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2009 pengusaha pariwisata juga berkewajiban untuk memenuhi hak-hak wisatawan untuk 

mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan serta perlindungan asuransi pada usaha 

pariwisata yang berisiko tinggi. Artinya Pengusaha pariwisata hanya memberikan 

 
18 Ibid., h.120. 
19Ibid., h.122.  
20 Ibid., 
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perlindungan asuransi kepada wisatawan pada saat wisatawan yang mengalami kecelakaan 

pada tempat wisata yang memiliki risiko tinggi. Penyelesaian sengketa antara wisatawan 

dengan pengusaha pariwisata, untuk mengambil langkah awal upaya hukum yang dapat 

ditempuh wisatawan yaitu menggunakan penyelesaian melalui jalur damai oleh kedua belah 

pihak, apabila kesepakatan antara kedua belah pihak tidak berhasi., langkah berikutnya, 

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sistem penyelesaian sengketa 

konsumen terdapat dua pilihan yaitu pertama, melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan 

sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dengan penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan dilakukan melalui Alternatif Resolusi Masalah (ARM) di BPSK, LPKSM, 

Direktorat perlindungan konsumen  atau lokasi-lokasi lain baik untuk kedua belah pihak 

yang telah disetujui. Kemudian penyelesaian  kedua, melalui peradilan yang berada di 

lingkungan peradilan umum. Jadi upaya hukum yang dapat di tempuh wisatawan dalam 

penyelesaian sengketa langkah awal sebaiknya diusahakan menggunakan jalur damai 

terlebih dahulu kemudian penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan atau di 

luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. 
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